
BADAN  PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 1/HK.01.01/K.MU/01/2024

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI

MALUKU UTARA NOMOR 10/KEP TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI MALUKU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024  

Menimbang : a.

b.

c.

Bahwa ketentuan Pasal  486 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017  tentang  Pemilihan  Umum,  untuk  menyamakan  pemahaman  dan
pola  penanganan  tindak  pidana  pemilu,  Bawaslu,  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk
Gakkumdu;  
Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan
Tindak  Pidana  Pemilu  pada  Tim  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu
(GAKKUMDU)  Provinsi  Maluku  Utara  terdiri  dari  Badan  Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Kepolisian Daerah Maluku Utara
dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara; 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1982  Nomor  76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor,
182,Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indoensia  6109)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  224,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)

5. Peraturan Presiden Nomor  68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi,  Wewenang,  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Jenderal
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Sekretariat  Badan
Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  1  Tahun  2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
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7. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2022
tentang  Tata  Kerja  dan  Pola  Hubungan  Pengawas  Pemilihan  Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

8. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2023
tentang  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  Pemilihan  Umum  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292)

Memperhatikan : 1.

2.

3.

4.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor  277/PP.00.00/K1/08/2022  tentang  Pembentukan  Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun
2024;
Surat  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Maluku  Utara  Nomor:
B-1727/Q.2.4/Es/09/2022  Tanggal  26  September  2022  Perihal
Perubahan Usulan Nama Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara;  
Surat  Direktur  Reskrimum  Kepolisian  Daerah  Maluku  Utara  Nomor:
B/610/VII/2023/Ditreskrimum  Tanggal  06  Juli  2023  Perihal  Pengiriman
nama Personil Gakkumdu; 
Surat  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  Kepolisian  Daerah  Maluku
Utara Nomor : B/1105/XII/2023/Ditreskrimum Tanggal 01 Desember 2023
Perihal Pengiriman nama Personil Gakkumdu 

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah  Lampiran  Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pemilihan
Umum  Provinsi  Maluku  Utara  Nomor:  10/KEP  TAHUN  2023  tentang
Perubahan Kedua Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi  Maluku  Utara  Nomor  10/KEP TAHUN 2022  Tentang  Struktur
Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Provinsi
Maluku Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024  tanggal 02 Agustus
2023 dengan mengganti nama yang tersebut pada Nomor 9 dan 29 serta
menambahkan  personil  pada  nomor  36  dalam  struktur  keanggotaan
Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Maluku Utara; 

KEDUA : Hal-hal  lain  sehubungan  dengan  tugas  dan  kedudukan  tim  serta
pembiayaan sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  Ketua  Badan
Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi  Maluku  Utara  Nomor:  10/KEP
TAHUN  2023  tentang  Perubahan  Kedua  Keputusan  Ketua  Badan
Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi  Maluku  Utara  Nomor  10/KEP
TAHUN 2022 Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum
Terpadu (GAKKUMDU)  Provinsi  Maluku  Utara  Pada Pemilihan  Umum
Tahun 2024, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku;

KETIGA : Keputusan  ini  berlaku  sejak  ditetapkan  dan  apabila  dikemudian  hari
ternyata  terdapat  kekeliruan  akan  diadakan  perbaikan  sebagaimana
mestinya.

                                                                                    
                                                                                                     Ditetapkan di   : Ternate

                                                                                                                   Pada Tanggal : 05 Januari 2024

Ketua,

                       
                                                                                                            Hj. Masita Nawawi Gani, SH
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LAMPIRAN  : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR       : 1/HK.01.01/K.MU/01/2024
TANGGAL   : 05 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) 
PROVINSI MALUKU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM 2024

No. Nama Jabatan
Kedudukan dalam

Struktur Keanggotaan
Gakkumdu

I. Penasihat

1. Hj. Masita Nawawi Gani,S.H. Ketua Bawaslu Provinsi 
Maluku Utara

Penasihat Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

2. Irjen Pol Midi Siswoko, S.I.K. Kepala Kepolisian 
Daerah Maluku Utara

Penasihat Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

3. Dr. Budi Hartawan Panjaitan, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi 
Maluku Utara

Penasihat Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

II. Pembina 

4. Sumitro Muhamadia, S.Pd, M.Pd. Anggota Bawaslu 
Provinsi Maluku Utara

Pembina Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

5. Kombes Pol Asri Effendy, S.I.K. 
Direktur Reserse Kriminal 
Umum Kepolisian Daerah 
Maluku Utara

Pembina Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

6. Saiful Bahri, S.H., M.H.
Asisten Tindak Pidana 
Umum Kejaksaan Tinggi 
Maluku Utara

Pembina Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

III. Koordinator/ Sekretaris

7. Suleman Patras, S.Sos. Anggota Bawaslu 
Provinsi Maluku Utara

Koordinator/ Sekretaris 
Sentra Gakkumdu 
Provinsi Maluku Utara

8. Kompol  Randhir Prakarana DG. M. S.I.K., 
M.Sc. 

Kasubdit I/ Kameg 
Ditreskrimum Kepolisian 
Daerah Maluku Utara

Koordinator/ Sekretaris 
Sentra Gakkumdu 
Provinsi Maluku Utara

9. Firdaus Affandi,S.H.,M.H.

Koordinator pada Bidang 
Tindak Pidana Umum 
Kejaksaan Tinggi Maluku
Utara

Koordinator/ Sekretaris 
Sentra Gakkumdu 
Provinsi Maluku Utara

IV. Anggota

10. Rusly Saraha, S.E., M.A.P. Anggota Bawaslu 
Provinsi Maluku Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

11. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si. Anggota Bawaslu 
Provinsi Maluku Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

12. Drs. Irwan M. Saleh, M.E.  
Kepala Sekretariat 
Bawaslu Provinsi Maluku
Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

13. Irwanto Djurumudi, S.H. Plt. Kabag Penanganan 
Pelanggaran 
Penyelesaian Sengketa 

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara
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Proses dan Hukum 
Bawaslu Provinsi Maluku
Utara

14. Asril, S.STP.

Plt. Kabag Pengawasan 
Pemilu dan Humas 
Bawaslu Provinsi Maluku
Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

15. Rizal Restu Prasetyo, S.H.

Plt. Kasubbag 
Penyelesaian Sengketa 
Proses dan Hukum 
Bawaslu Provinsi Maluku
Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

16. Ahmad Syarief, S.H., M.Kn. Staf Bawaslu Maluku 
Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

17. Fatihah Firdausi, S.H. Staf Bawaslu Maluku 
Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

18. Rivaldo Noval Putra, S.IP. Staf Bawaslu Maluku 
Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

19. Mega Fatikha Kuntari, S.H. Staf Bawaslu Maluku 
Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

20. Dinda Aisyah Paramitha Putri, S.H Staf Bawaslu Maluku 
Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

21. Indira Maharani Redjeb, S.H. Staf Bawaslu Maluku 
Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

22. Aisyah Humaira Alhadaar, S.H. Staf Bawaslu Maluku 
Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

23 Nasrul M. Kadir, S.H. Staf Bawaslu Maluku 
Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

24. Danur Suprapto, S.H., M.H

Kasi Oharda pada 
Bidang Tindak Pidana 
Umum Kejaksaan Tinggi 
Maluku Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

25. Zul Asfi Siregar, S.H., M.H. 

Kasi Kamnegtibum dan 
TPUL pada Bidang 
Tindak Pidana Umum 
Kejaksaan Tinggi Maluku
Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

26. Mokhsin Umalekoa, S.H., M.H. 

Jaksa Fungsional pada 
Bidang Tindak Pidana 
Umum Kejaksaan Tinggi 
Maluku Utara

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

27. Iptu Soehardi Penyidik Ditreskrimum 
Polda Malut

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

28. Ipda Muhammad Faisal, S.IP. Penyidik Ditreskrimum 
Polda Malut

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

29. Ipda Faisal Batjo, S.H. Penyidik Ditreskrimum 
Polda Malut

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

30. Aipda Asrul Kasim Penyidik Ditreskrimum Anggota Sentra 
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Polda Malut
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

31. Aipda Ustang Ardi Usman Penyidik Ditreskrimum 
Polda Malut

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

32. Aipda Haerina Djoko, S.H. Penyidik Ditreskrimum 
Polda Malut 

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

33. Brigpol Doddy Arya Prasetya Penyidik Ditreskrimum 
Polda Malut

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

34. Brigpol Budi Astaman Hasma Nuhu, S.Pd. Penyidik Ditreskrimum 
Polda Malut

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

35. Brigpol Andi Umar, S.Ikom. Penyidik Ditreskrimum 
Polda Malut

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

36. Briptu Isramij Bayau, S.H. Penyidik Ditreskrimum 
Polda Malut

Anggota Sentra 
Gakkumdu Provinsi 
Maluku Utara

   
Ketua,

                       
                                                                                                            Hj. Masita Nawawi Gani, SH
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